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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat
Diterima dan Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43 /PUU-XX/2022 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

31 AGUSTUS 2022

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, pukul 14.16 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut
UU 2/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 43 /PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 43/PUU-XX/2022,
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RIL.

PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 2/2021 diajukan oleh E. Ramos Petege dan
Yanuarius Mote, yang selanjutnya disebut para Pemohon.

PASAL/AYAT UU 2/2021 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 6 ayat (1) huruf b,
Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1), Pasal 68A ayat (2), Pasal 75 ayat (4),
Pasal 76 ayat (2), dan Pasal 76 ayat (3) UU 43/2021 yang berketentuan sebagai
berikut:
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Pasal 6 ayat (1) hurufb UU 2/2021

(1) DPRP terdiri atas anggota yang:
a. .. dan
b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua.

Pasal 6A ayat (1) hurufb UU 2/2021

(1) DPRK terdiri atas anggota yang:
a. .., dan
b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua.

Pasal 68A ayat (1) UU 2/2021

Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi
pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk
suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada
Presiden.

Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021

Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang
ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan sebagai berikut:

a. Wakil Presiden sebagai Ketua;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai
anggota; dan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional, dan menteri  yang
¢. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai
anggota.
Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021
(4) Dalam hal Perdasus dan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dapat diundangkan dalam waktu 1 (satu) tahun, Pemerintah dapat
mengambil alih pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)

Pasal 76 ayat (2) dan (3) UU 2/2021

(2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran
daerah provinsi dan kabupatenlkota menjadi daerah otonom untuk
mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik,
dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat
Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif,
hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia,
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infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa
yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

(3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan
daerah.

. BATU U]JI

Bahwa Kketentuan pasal-pasal UU a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1),
Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 22E
ayat (1), Pasla 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 Kkarena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau
kewenangan konstitusional Para Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A
ayat (1), Pasal 68A ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2), dan Pasal 76 ayat
(3) UU 2/2021 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para
Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan para
Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.11.1] Bahwa berkaitan dengan pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf b dan
Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021, telah diputus oleh Mahkamah dalam
Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, dengan pertimbangan hukum yang pada
pokoknya sebagai berikut:
[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2),
ayat (3), dan ayat (6), serta Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), dan
ayat (6) UU 2/2021 telah merugikan Orang Asli Papua karena
pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) dari unsur
Orang Asli Papua bersifat diskriminatif di antara Orang Asli Papua sendiri
dalam persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta
jaminan kepastian bagi semua orang dalam memperoleh kesempatan yang
sama. Selain itu, menurut Pemohon, adanya frasa “sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam norma Pasal 6 ayat (4)
dan ayat (5), serta Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2021 dapat
menciptakan Kketidakpastian hukum sehingga seharusnya frasa “sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dimaksud dimaknai
menjadi “perdasus” dan “perdasi”.
Apabila dipelajari secara saksama, berkenaan dengan isu
konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh

Pemohon a quo pada pokoknya bermuara karena adanya unsur anggota
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DPRP dan DPRK yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Substansi UU
21/2001 belum mengatur ketentuan mengenai adanya anggota DPRK
(kabupaten/kota) yang diangkat dari Orang Asli Papua. Dalam rangka
melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua, UU
2/2021 sebagai perubahan dari UU 21/2001, menambahkan pasal baru
terkait dengan komposisi DPRK yang sebelumnya hanya terdiri atas
anggota DPRD kabupaten/kota yang dipilih melalui pemilihan umum,
diubah menjadi terdiri atas anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan
umum dan yang diangkat dari Orang Asli Papua [vide Penjelasan Umum UU
2/2021]. Dengan demikian, setelah berlakunya UU 2/2021 lembaga
perwakilan rakyat daerah di Provinsi Papua, yaitu DPRP di provinsi serta
DPRK di kabupaten/kota ditentukan sebanyak %4 (satu per empat) kali
dari jumlah anggota DPRP atau anggota DPRK adalah diangkat dari unsur
Orang Asli Papua [vide Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UU 2/2021].
Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Pasal 6 ayat (1) huruf b,
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 6A ayat (1) huruf b,
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 2/2021, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.13.1.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 6 ayat (1) huruf
b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 menurut Pemohon dengan
adanya unsur yang diangkat dari Orang Asli Papua dalam lembaga dewan
perwakilan rakyat menimbulkan diskriminasi di antara Orang Asli Papua
sendiri dalam persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan
serta jaminan kepastian bagi semua orang untuk memperoleh kesempatan
yang sama. Berkenaan dengan hal ini penting bagi Mahkamah untuk
menegaskan terlebih dahulu pertimbangan hukum beberapa Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas norma Pasal 6
ayat (2) UU 21/2001. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
116/PUU-VII/2009 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada 1 Februari 2010, Mahkamah telah memberikan pertimbangan
hukum sebagai berikut:
[3.16.3] Bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua
pada dasarnya adalah pendelegasian kewenangan yang lebih luas
bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri
sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan tersebut berarti pula kewenangan untuk
memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian
masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai
bagi masyarakat Papua untuk ikut serta merumuskan kebijakan
daerah dan menentukan strategi pembangunan. Salah satu peran
serta masyarakat asli Papua dalam merumuskan kebijakan daerah
dan menentukan strategi pembangunan terutama dalam bidang
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sosial politik adalah menjadi anggota DPRP. Sehubungan dengan hal
tersebut, Penjelasan Umum UU 21/2001 secara tegas mendorong
orang asli Papua untuk terlibat baik dalam pemikiran maupun
tindakan bagi kepentingan Provinsi Papua dengan harapan akan
terjadi perubahan kualitas orang asli Papua dalam menguasai dan
mengelola sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
Penjelasan Umum UU 21/2001 tersebut dengan tegas menunjukkan
adanya Kkebijakan afirmatif (affirmative action policy) yakni
pengistimewaan untuk sementara waktu yang bertujuan
memberikan peluang kepada masyarakat asli Papua untuk memiliki
wakil di DPRP melalui pengangkatan;
[3.16.4] Bahwa UU 21/2001 sebagai pengejawantahan dari Pasal
18B ayat (1) UUD 1945, di dalamnya memuat pasal-pasal tertentu
yang mengatur kekhususan dimaksud. Salah satunya adalah
pembentukan DPRP sebagai lembaga perwakilan rakyat dari
pemerintahan daerah Papua yang bersifat Khusus dan berbeda
dengan daerah provinsi lainnya. Kekhususan tersebut, antara lain,
adanya sebagian anggota DPRP yang diangkat.
[3.16.5] Bahwa keanggotaan DPRP yang diangkat dengan kuota
ditentukan oleh Pasal 6 ayat (4) UU 21/2001 yang menyatakan
bahwa jumlah anggota DPRP adalah 1% (satu seperempat) kali dari
jumlah anggota DPRD Provinsi Papua, adalah bentuk perlakuan
khusus yang tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD
1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan
dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, merupakan
kebijakan afirmatif. Perlakuan khusus seperti itu diterapkan juga
untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu diberikannya hak
bagi masyarakat Aceh untuk mendirikan partai politik lokal;
Selanjutnya, berkenaan dengan Orang Asli Papua yang diangkat
dalam keanggotaan lembaga perwakilan di Papua, dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 yang telah diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, Mahkamah
telah pula memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.12.1] Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan,
pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah merupakan tindakan penyimpangan terhadap
demokrasi yang telah dianut dalam sistem ketatanegaraan di
Indonesia, menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan
diskriminasi, ketidakadilan, dan berpotensi menimbulkan konflik.
Berkenaan dengan dalil dimaksud, Mahkamah perlu
menjelaskan bahwa kata “diangkat” dalam Pasal 6 ayat (2) UU

5

J
J
J



21/2001 yang menyatakan, “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih
dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan”, apabila
diletakkan dalam status otonomi khusus yang diberikan pada Papua
(termasuk Papua Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang) adalah bagian
dari pengakuan negara terhadap bentuk kekhususan daerah ini
dalam bingkai NKRI. Pengakuan demikian sesuai dengan Penjelasan
Umum UU 21/2001 yang menyatakan:

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah
pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan
rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab
yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk
menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan
kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besamya
bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan ini berarti pula Kkewenangan untuk
memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian
masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang
memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil
adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan
adalah ikut serta merumuskan Kkebijakan daerah,
menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai
kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua,
melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang
tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua,
lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu
daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan
pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat
adat, dan hukum adat.

Merujuk Penjelasan Umum dimaksud, pengisian Anggota
DPRP melalui mekanisme “pengangkatan” sebagaimana diatur
dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 merupakan bagian dari upaya
memberikan peran dan pengakuan yang lebih besar kepada orang
asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam
perumusan kebijakan di lembaga perwakilan, in casu, DPRP dan
DPRPB;



Jikalau upaya memberikan peran dan pengakuan lebih besar
melalui mekanisme pengangkatan tersebut diubah atau dimaknai
“dipilih oleh masyarakat asli Papua”, sebagaimana dimohonkan oleh
Pemohon, menurut Mahkamah tidak sejalan dengan semangat
otonomi khusus sebagaimana diamanatkan UUD 1945;

Berdasarkan Kkutipan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut
di atas pada pokoknya Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa
pengaturan mengenai anggota DPRP yang diangkat merupakan
pengejawantahan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
undangundang”. Salah satu bentuk kekhususan dimaksud adalah adanya
keberadaan unsur Orang Asli Papua pada DPRP, sebagai salah satu unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Papua, yang dilakukan berdasarkan
sistem Kkolektif/kolegial bukan melalui pemilihan umum, sebagaimana
kelaziman untuk pengisian lembaga perwakilan rakyat. Hal ini
menunjukkan sifat khusus yang berbeda dengan provinsi lainnya. Selain
itu, adanya norma pengisian anggota DPRP yang diangkat dimaksudkan
sebagai salah satu wujud kebijakan afirmatif (affirmative action policy).
Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (1) UU
2/2021 yang mengatur bahwa DPRP dan DPRK terdiri atas anggota yang: a.
dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan; dan b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua,
merupakan suatu bentuk kekhususan Provinsi Papua. Adanya ketentuan
anggota DPRP/DPRK yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua justru
memberikan kepastian hukum, dukungan dan sekaligus mengakomodasi
representasi Orang Asli Papua di lembaga perwakilan pada tingkat
provinsi dan tingkat kabupaten/kota, sebagaimana telah dipertimbangkan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020.

Terlebih lagi jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf
b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 telah menegaskan bahwa yang
dimaksud dengan "dari unsur Orang Asli Papua"” adalah perwakilan
masyarakat adat di wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan tidak
sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
sebelum mendaftar sebagai calon anggota DPRP atau DPRK. Dalam hal ini,
apabila Mahkamah mengikuti petitum Pemohon yang memohon agar
pengangkatan anggota DPRP dan DPRK dihapuskan sehingga anggota
DPRP dan DPRK hanya berasal dari hasil pemilihan umum, maka hal
demikian justru potensial menghilangkan sifat kekhususan Provinsi Papua
yang merupakan salah satu bentuk kebijakan afirmatif dan sekaligus
berpotensi mengancam keterwakilan Orang Asli Papua di DPRP dan DPRK.
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Bahkan lebih dari itu, dengan hilangnya unsur Orang Asli Papua yang
diangkat sebagaimana yang dimohonkan Pemohon justru akan
meniadakan maksud dan politik hukum perubahan UU 2/2021 yang
mempertegas keberpihakan pembentuk undang-undang kepada Orang Asli
Papua dalam rangka melindungi dan meningkatkan harkat dan
martabatnya. Oleh karena itu, dengan adanya kepastian unsur Orang Asli
Papua yang diangkat sebanyak %4 (satu per empat) kali dari jumlah
anggota DPRP atau anggota DPRK dalam lembaga perwakilan pada tingkat
provinsi atau kabupaten/kota, dan dengan masa jabatan yang sama
dengan anggota DPRP/DPRK yang dipilih yaitu 5 (lima) tahun akan
memberikan Kkeadilan dan kepastian bagi mereka dalam menjalankan
peran merumuskan berbagai kebijakan daerah dan menentukan strategi
pembangunan, terutama dalam bidang sosial politik dan budaya. Oleh
karenanya, menurut Mahkamah adanya unsur Orang Asli Papua yang
diangkat tersebut merupakan salah satu wujud dari kebijakan afirmatif
yang merupakan bentuk perlakuan khusus yang sesuai dan tidak
bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

[3.13.1.2] Bahwa dengan telah dinyatakannya ketentuan Pasal 6 ayat (1)
huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 tidak bertentangan
dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dalam batas penalaran yang wajar,
oleh karena norma Pasal a quo memiliki keterkaitan yang sangat erat
dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) UU
2/2021, maka menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 6 ayat
(2) dan ayat (3), serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 karena
substansinya memiliki kesamaan sehingga tidak relevan lagi untuk
dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya, dalil Pemohon berkaitan
dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) UU
2/2021 tidak terdapat adanya pertentangan dengan Pasal 28H ayat (2)
UUD 1945.

[3.11.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai
pengujian norma Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021, khususnya terkait
dengan pengujian norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021, telah diputus oleh
Mahkamah dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Oleh karena pengujian
terhadap norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 berkaitan erat dengan norma
Pasal 68A ayat (1) yang mengatur mengenai pembentukan badan khusus maka
menurut Mahkamah pertimbangan hukum terhadap pengujian norma Pasal 68A
ayat (2) UU 2/2021 dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 juga sekaligus
memuat pertimbangan hukum terhadap ketentuan norma Pasal 68A ayat (1) UU
2/2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

[3.13.5] Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 68A ayat (2) UU
2/2021 dalam hal pembentukan badan khusus yang diketuai oleh Wakil
Presiden menyebabkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan
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prinsip desentralisasi, pembagian kekuasaan, kekhususan dan keragaman
daerah, serta prinsip negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus berdasarkan UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan
bahwa pembentukan badan Kkhusus bertujuan wuntuk melakukan
sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi
Khusus dan pembangunan di wilayah Papua sebagai upaya meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua [vide Pasal 68A ayat (1)
dan Penjelasan Umum UU 2/2021]. Badan Kkhusus tersebut terdiri atas
seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan yaitu: a. Wakil
Presiden sebagai Kketua; b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai
anggota; dan c. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi
Papua sebagai anggota. Adanya komposisi perwakilan dari provinsi Papua
dapat dipahami sebagai upaya membuka saluran aspirasi terhadap kinerja
badan Khusus di Papua. Bahkan untuk menjamin independensi atas
keterlibatan langsung masyarakat Papua terlihat karena yang dimaksud
dengan "perwakilan” dari setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68A ayat (2) huruf ¢ UU 2/2021 adalah mereka yang tidak boleh
berasal dari pejabat pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, DPRP, MRP, DPRK, dan anggota partai politik [vide
Penjelasan Pasal 68A ayat (2) huruf ¢ UU 2/2021].

Adapun maksud pembentukan badan Khusus adalah untuk
mempercepat pembangunan Kkesejahteraan dan peningkatan kualitas
pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan
di wilayah Papua agar sejalan dengan tujuan diberikannya otonomi khusus
[vide konsiderans Menimbang huruf a UU 2/2021]. Oleh karena itu, badan
khusus tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.
Tanggung jawab langsung kepada Presiden ini sejalan dengan kedudukan
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4
UUD 1945. Dalam konteks itu, menurut Mahkamah, penunjukkan Wakil
Presiden sebagai Ketua “badan Khusus” tersebut justru membuktikan
perhatian dari pemerintah pusat dalam upaya akselerasi perwujudan
otonomi khusus Papua, dengan tetap memerhatikan aspirasi masyarakat
Papua. Sebab, komposisi dan susunan “badan khusus” yang dimaksudkan
dalam Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 tetap sejalan dengan esensi sistem
desentralisasi karena mengakomodasi kepentingan masyarakat Orang Asli
Papua dalam bingkai NKRI.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon
ihwal norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 menimbulkan ketidakpastian
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hukum, bertentangan dengan prinsip desentralisasi, pembagian

kekuasaan, kekhususan dan keragaman daerah, serta prinsip negara

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus berdasarkan Pasal 18B UUD 1945, adalah tidak beralasan
menurut hukum.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap

permohonan pengujian norma Pasal 68A ayat (1) UU 2/2021 telah ternyata justru
memberi dorongan percepatan pembahasan otonomi Kkhusus Papua untuk
peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan di Papua, sehingga perlu
dilakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan
otonomi Khusus agar sejalan dengan tujuan diberikannya otonomi khusus bagi
Papua. Oleh karena itu, tidak terdapat eliminasi prinsip otonomi daerah, serta
tidak terdapat pula pertentangan dengan asas desentralisasi dan tugas
pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(5) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum.
[3.11.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon terkait pengujian
ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, ketentuan a quo telah
diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

[3.13.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat

(3) UU 2/2021 telah mematikan dan mengebiri kewenangan MRP sebagai

representatif kultural orang asli Papua dalam memberikan persetujuan

pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Pemohon, Pasal

76 ayat (1) UU 2/2021 seharusnya dimaknai “Pemekaran daerah provinsi

dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota hanya

dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP”. Selain itu, frasa “tanpa
dilakukan melalui tahapan daerah persiapan” dalam Pasal 76 ayat (3) UU

2/2021 seharusnya dimaknai “wajib dilakukan melalui tahapan daerah

persiapan”.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU

2/2021, Mahkamah menilai bahwa salah satu tujuan dari perubahan dalam

UU 2/2021 diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di

Papua dengan menggunakan pendekatan penataan daerah yang bottom up

dan top down dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi

dan efisiensi [vide Penjelasan Umum UU 2/2021]. Penerapan pendekatan
bottom up dan top down oleh pembentuk undang-undang perlu dilihat
sebagai bentuk pilihan kebijakan dalam menjaga perpaduan yang
seimbang dan proporsional antara peran pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah dalam menentukan kebijakan penataan daerah
tertentu dengan tetap menjaga kepentingan nasional sebagai negara
kesatuan, sepanjang hal tersebut juga tidak mengabaikan perlindungan

10

J
J
J



Orang Asli Papua. Terlebih lagi, pengakuan terhadap satuan-satuan
pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa sebagai bagian cara
untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat
serta hak-hak tradisionalnya diatur dalam undang-undang [vide Pasal 18B
UUD 1945].

Adapun terhadap dalil Pemohon yang memohonkan rumusan
“hanya dapat” dalam Pasal 76 ayat (1) UU 2/2021, Mahkamah
mempertimbangkan bahwa secara doktriner isi kaedah hukum pada
prinsipnya meliputi gebod (suruhan) yaitu kaedah yang berisi suruhan
atau kewajiban untuk berbuat sesuatu; verbod (larangan) yaitu kaedah
yang berisi larangan melakukan sesuatu; serta mogen (kebolehan) yaitu
kaedah yang berisi kebolehan yang artinya sesuatu boleh dilakukan dan
boleh tidak dilakukan. Sementara itu, dari sifat kaedah hukum dikenal
adanya kaedah imperatif yaitu bersifat memaksa (gebod dan verbod),
serta kaedah fakultatif yaitu bersifat kebolehan dan tidak harus dilakukan
(mogen). Sementara itu, dalil dan petitum Pemohon yang memohon agar
rumusan “dapat” dimaknai menjadi “hanya dapat” dalam Pasal 76 ayat (1),
menurut Mahkamah, justru menimbulkan Ketidakjelasan makna yang
termuat dalam pasal a quo yaitu antara imperatif ataukah fakultatif,
karena kata “hanya” adalah bersifat memaksa sedangkan kata “dapat”
adalah bersifat kebolehan. Jika menggunakan frasa “hanya dapat” maka
rumusan kaedah tersebut menjadi tidak lazim dalam penyusunan kaedah
norma (penormaan) peraturan perundang-undangan. Penggunaan Kkata
“dapat” tersebut justru memiliki kejelasan maksud, yakni hendak
menyatakan adanya sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang
diberikan kepada lembaga [vide Lampiran II angka 267 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, selanjutnya disebut UU 12/2011]. Dengan rumusan kata “dapat”
bagi MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran daerah, tidak
menyebabkan kewenangan MRP sebagaimana diatur dalam UU 2/2021
menjadi terhalangi atau terkurangi.

Lebih lanjut, Pemohon juga mempersoalkan frasa “tanpa dilakukan
melalui tahapan daerah persiapan” dalam norma Pasal 76 ayat (3) UU
2/2021, menurut Pemohon inkonstitusional jika tidak dimaknai “wajib
dilakukan melalui tahapan daerah persiapan”. Dalam kaitan dengan dalil
Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih
dahulu desain usulan atau prakarsa pemekaran Papua menjadi daerah
otonom yang ditentukan dalam UU 2/2021, yaitu: (1) pemekaran sebagai
usulan pemerintah daerah [vide Pasal 76 ayat (1) UU 2/2021] dan (2)
pemekaran sebagai prakarsa pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) [vide Pasal 76 ayat (2) UU 2/2021]. Jika usulan tersebut
berasal dari pemerintah daerah untuk memekarkan provinsi dan
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kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat
dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP. Dalam hal ini, peran daerah
terkait dengan pembentukan daerah persiapan tidaklah dihilangkan sama
sekali sepanjang usulan pemekaran tersebut dilakukan atas persetujuan
MRP dan DPRP, karena hal demikian sesuai dengan UU 23/2014.
Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun
pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berasal dari
prakarsa Pemerintah dan DPR dilakukan tanpa melalui tahapan
pembentukan daerah persiapan namun tetap harus dilakukan kajian yang
mendalam dan komprehensif. Dalam hal ini, pemekaran daerah harus
tetap memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-
budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan
ekonomi, perkembangan di masa yang akan datang, dan/atau aspirasi
masyarakat Papua [vide Pasal 76 ayat (2) UU 2/2021]. Dengan demikian,
pemekaran daerah sekalipun dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan
DPR tetap dapat menjamin adanya ruang bagi Orang Asli Papua dalam
melakukan aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-
budaya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon
ihwal norma Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 telah
mematikan dan mengebiri kewenangan MRP telah ternyata tidak
bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945 sehingga dalil Pemohon adalah
tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh
karena substansi norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal
68A ayat (2), serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 yang dipersoalkan
oleh para Pemohon pada hakikat/esensinya sama dengan apa yang telah diputus
oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47 /PUU-XIX/2021.
Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 47/PUU-XIX/2021 mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan
hukum permohonan a quo. Dengan demikian, berkenaan dengan norma Pasal 6
ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (2), serta Pasal 76 ayat
(2) dan ayat (3) UU 2/2021 yang dinilai inkonstitusional oleh para Pemohon
adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon berkaitan
dengan Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 perihal Perdasus dan Perdasi yang dapat
diambil alih oleh Pemerintah telah mengabaikan semangat dari pembentukan UU
2/2021 dan menunjukkan pula otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi
Papua merupakan hal yang semu karena Pemerintah berkeinginan mengontrol
kehidupan rakyat di Provinsi Papua secara sentralistik. Terhadap dalil para
Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu
esensi yang terkait dengan ketentuan pasal a quo yang merupakan bagian dari
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BAB XXIII tentang KETENTUAN PERALIHAN yang menghendaki agar Perdasus dan
Perdasi untuk melaksanakan ketentuan dalam UU 2/2021 harus ditetapkan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU 2/2021 diundangkan [vide Pasal 75 ayat
(3) UU 2/2021]. Dalam hal, Perdasus dan Perdasi tidak diundangkan setelah
melewati jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, yaitu paling lambat 1
(satu) tahun sejak UU 2/2021 diundangkan, pada 19 Juli 2022 maka berlaku
ketentuan dalam Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 bahwa Pemerintah dapat
mengambil alih pelaksanaan kewenangan yang telah ditentukan dalam Perdasus
dan Perdasi. Dilakukannya pengambilalihan tersebut karena mengingat penting
dan strategisnya kewenangan yang harus diatur dalam Perdasus dan Perdasi bagi
pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Sebagaimana dapat terlihat dari
kewenangan yang harus diatur dalam Perdasus yang meliputi: (1) pengaturan
tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur mengenai Perjanjian
internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan
kepentingan Provinsi Papua [vide Pasal 4 ayat (8) UU 2/2021]; (2) pengaturan
mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang MRP [vide Pasal 20 ayat (2) UU
2/2021]; (3) pengaturan mengenai sumber-sumber penerimaan provinsi dan
kabupaten/kota di Provinsi Papua yang merupakan pembagian Dana
Perimbangan bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan provinsi dan
Kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus sektor pertambangan minyak
bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan dari pertambangan gas alam sebesar
70% (tujuh puluh persen). Di mana pembagiannya harus diatur secara adil,
transparan, dan berimbang dengan Perdasus dengan memberikan perhatian
khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua [vide Pasal 34
ayat (7) UU 2/2021]; (4) pengaturan mengenai usaha-usaha perekonomian di
Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan dengan
tetap menghormati hakhak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian
hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan
pembangunan yang berkelanjutan [vide Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021]. Sementara
itu, untuk materi muatan yang diatur dalam Perdasi meliputi perubahan dan
perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua dan tata cara
penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,
perubahan dan perhitungannya, serta pertanggungjawaban dan pengawasannya
[vide Pasal 36 UU 2/2021]. Pada pokoknya, hal-hal yang diatur dalam Perdasus
dan Perdasi tersebut merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari
diberikannya otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Oleh karena itu, jika tidak
terdapat kepastian hukum atas pengaturan lebih lanjut dari UU 2/2021 dalam
Perdasus dan Perdasi dalam batas waktu yang telah ditentukan maka Presiden
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan amanat Pasal 4 UUD
1945 berkewajiban untuk menentukan lebih lanjut hal yang seharusnya
dilakukan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dalam sistem
NKRI. Terlebih lagi, norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para
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Pemohon berkaitan dengan esensi Ketentuan Peralihan yang bertujuan antara
lain memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya kekosongan
hukum [vide Lampiran II angka 127 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan]. Oleh karena itu, untuk
mencapai tujuan ketentuan peralihan tersebut maka jika dalam batas waktu yang
telah ditentukan (paling lambat 1 tahun) Perdasus dan Perdasi tidak
diundangkan maka kewenangan yang seharusnya diatur dalam Perdasus dan
Perdasi diambil alih oleh Pemerintah untuk segera diatur sehingga kekhususan
yang diberikan kepada Provinsi Papua dapat direalisasikan sesuai dengan
maksud dan tujuan ditetapkannya Otonomi Khusus dalam UU 21/2001 dan UU
2/2021. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon
yang menyatakan bahwa norma Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 menimbulkan
otonomi Khusus yang bersifat semu, karena Pemerintah berkeinginan
mengontrol kehidupan rakyat di Provinsi Papua secara sentralistik bertentangan
dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok
permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah akan
mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan
pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021,
sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 merupakan ketentuan
yang mengatur mengenai pengundangan Perdasi dan Perdasus dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak UU 2/2021 diundangkan, jika tidak dilakukan maka
Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan tersebut. Hal
demikian tidak berkaitan secara langsung dengan para Pemohon sebagai
perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Orang Asli Papua, pihak
yang berkaitan langsung dengan penyusunan Perdasus dan Perdasi adalah MRP,
DPRP, DPRK, dan Gubernur. Apalagi dalam permohonannya, para Pemohon
hanya menitikberatkan pada ketentuan norma Pasal 75 ayat (4) a quo, yang
menurut para Pemohon membuka celah sistem desentralisasi menjadi sistem
sentralistik karena adanya pengambilalihan kewenangan oleh Pemerintah Pusat
dalam membentuk Perdasus dan Perdasi, namun para Pemohon tidak dapat
menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut baik yang bersifat
aktual, spesifik atau bersifat potensial serta adanya hubungan sebabakibat
(causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon
dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. b. Bahwa Pasal 76 ayat
(2) dan ayat (3) UU 2/2021 adalah ketentuan yang mengatur mengenai
pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di Papua, di mana persetujuan
pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak hanya diberikan oleh MRP
saja melainkan persetujuan bersama-sama dengan DPRP. Dengan demikian, jika
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para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3)
UU 2/2021 maka para Pemohon harus merupakan anggota MRP atau DPRP,
karena yang berhak mengajukan adalah MRP bersama-sama dengan DPRP. Selain
itu, para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan anggapan Kerugian hak
konstitusional tersebut baik yang bersifat aktual, spesifik atau bersifat potensial
serta hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan Kerugian hak
konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan
pengujian.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon dalam
permohonan pengujian Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU
2/2021, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, telah
ternyata substansi dari permohonan para Pemohon tersebut juga telah
berkenaan dengan kepentingan pemerintah daerah, oleh karena itu pengajuan
permohonan pengujian terhadap pasal-pasal a quo tidak dapat hanya diajukan
oleh para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. Terlebih, para
Pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak Kkonstitusional
tersebut baik yang bersifat aktual, spesifik atau setidak-tidaknya potensial serta
adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antara anggapan Kerugian hak
konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal-pasal yang
dimohonkan pengujian. Oleh karenanya terhadap permohonan pengujian norma
Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 adalah tidak
memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan kedudukan hukum sehingga
Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian pasal-pasal a quo. Bahwa
andaipun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat
(3) UU 2/2021, quod non, dalil permohonan para Pemohon mengenai pasal-pasal
a quo tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sebagaimana telah
dipertimbangkan oleh Mahkamah pada bagian pertimbangan hukum pokok
permohonan dalam Paragraf [3.13] dan Sub-paragraf [3.11.3].

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A
ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76
ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, telah ternyata tidak menimbulkan
ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi yang dijamin dalam UUD
1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian,
permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
dan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum pula untuk mengajukan
permohonan pengujian Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU
2/2021.
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F. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma
Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

G. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 43/PUU-XX/2021 yang menyatakan permohonan
Pemohon pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 75 ayat (4) serta
Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 tidak dapat diterima serta menolak
permohonan untuk selain dan selebihnya mengandung arti bahwa ketentuan
pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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